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KEPALA DESA RECO
HABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA RECO

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BELT DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HKEPALA DESA RECO,

bahwa berdasarkan samanat dan  Instroksi Presiden
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Fenghapusan
Kemiskinan Ekstrem, menetapkan prioritas
penggunaan  dana desa unmuk Bantuan Langsung
Tunai Desa bagi keluarga miskin ckstrem;

hahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108
Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Peovaluran dan
Pengepunaaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, periu menetapkan Feratiran
Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Undang-Undang Nemor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negam
Republuk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara HRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang MNomor 6 Tahun 2014 tentang [Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomaor 7, Tamhahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Nomor 5495] schagaimana felah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tabun 20024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Lindang Nomor 6
Tahun 2014 (entang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;



w

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indomesia Nomor 5587) sebagaimana
ielah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negam  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peranturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentong Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Permturan Pemerintah Nomor 60 Tabhun 2014 lentang
Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5558| sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintahh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerntah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggamn
Pendapatan dan BHelanja Negara (Lembaran Negara
Republik- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhilik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa [(Berita Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209 1);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Beritg Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menier Dalam Negerd Nomor 20 Tahun 2018
tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa  (Benta  Nepgam
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



11.

12.

13.

14.

135,

16.

17,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal
dan Transmigrasi Momor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum  Pembangunan Desa dan  Pemberdavasn
Masvarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berila Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Permaturan Menien Reuangan Nomor 145 Tahum 2023
tentang Fengelolaan Dana Desa (Berita Negara Kepublik
Indonesia Tabhun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tabun 2024
tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penvaluran,
dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083);

Peraturan  Kepala Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara RKepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1367} sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemernntah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Lembags Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

Peraturan Deerah Kabupaten Wonosobo Nomor | Tahun
2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Dasrah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 ientang
Perubahan Peraturan Daemhbh Kabupaten Wonosobo Nomor
1 Tahun 20016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daermh Kabupaten Wonosobo Tabun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor
3);

Peraturan Dacrah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkst Desa  (Lembaran Deersh
EKabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6)
sebagaimana telah dinhah beberapa kall terakhir dengan
Peraturan Dacrsh Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaien
Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan,
Pengangkatan dan  Pemberhentian  Perangkat Desa
(Lembyran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Eabupaten
Wonosobo Nomor 4],



18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

26

27,

28.

27,

30,

31.

Peraturan Dacrah Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penvusunan Peraturan di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa i Kabupaten Wonosobo
(Berita Dacrah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor
73);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Bertta
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016 Nomoar 28);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ([Berita
Dacrah Kabupaten Wonoscho Tahun 2018 Nomor 48);
Peraturan Bupati Wonosoboe MNomor 14 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2019 Nomor 17);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa i Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor
39];

Peraturan Bupat Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024
[Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahuan 2024
Nomor3d);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahum 2025
[Berita Daerah Kabupaten Wonesobo Tahun 2024 Nomor
40);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2024
tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tabun
2025 [Berita Deerah Eabupaten Wonosobo Tahun 2023
Nomor $8;

Peraturan Desa Feco Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Kewepangan [Desa Berdasarkan Hak Asal Usul  Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Reco
Tahun 2016 Nomaor D2);

Peraturan Desa Reco Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerimtah Desa
Reco (Lembaran Desa Reco Tahun 2016 Nomor 05 |;
Peraturan Desa Reco MNomor 01 Tahun 2024 tentang



FPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, Desa Beco Tahun 2023 - 2030 (Lembaran Desa Reco
Tahun 2024 Nomor O1);

32. Peraturan Desa Reco Nomor 02 Tahun 2024 tentang
Rencana Kera Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran
Desa Reco Tahun 2024 Nomor 02);

33, Peraturan Desa Reco Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Angegaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Heco Tahun 2024 Nomaor 04).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarnh Desa Khusus tentang Penetapan

Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 140/01 /12025
tanggal 02 Januari 2025,

g MEMUTUSEAN

Menelapkan : PERATURAN KEPALA DESA RECO TENTANG PERUBAHAN

PENETAFAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA [BLT DESA|

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ind yang dimeksud dengan:

1.
2.
-

w

f.

aerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Desa adalah Desa Reco

esa adalah kesatuan masyarakal hukum yang memiliki batas-batas wilayah
vang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat selempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
sl danfatau hak tradisionnl vang diakuoi dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negarm Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
Pemerintahan  Desa  adalah penvelenggaraan uwrusan  pemerintahan  dan
kepentingan masyarakat sectempat dalam sistem Pemeniniahan Negam Kesatuan
Republik Indonesia yang berada di Daerah.

Femenntah Desa adalah kepala desa dibantu perangkal desa sebagal unsur
prenyelenggars pemerntaban desa.

Hadan Permusyawaratan Desa vang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanva merupakan wakil dar
penduduk Desa berdasarkan keterwnkilan wilayah dan keterwakilan Perempuan
vang ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebul APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Musvawarah Desa atau vang disebut dengan nama lain adalah musvawarah
antara Badan Permusvawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
vaig diselenggarakan oleh Badan Penousyawaratan Desa untuk menyvepakat: hal
vang bersifat strategis.

Hencana Pembangunan Jangka Menengah [Desa, selanjutnyva disingkat RPIM
Iesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun.

Frncana Kerja Pemerntah Desa, selanjutnva disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 {sat) tahun.



11, Keuanpgan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa vang dapat dinilai dengan
uang scrta segala sesuatu berupa vang dan barang vang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

|2, Proritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan vang didahulukan dan
fintmmakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

13, [rana Desa adalah dana yvang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanjs
negara  vang diperuntukkan bagi Desa vang ditransfer melalul anggaran
pendapatan dan belamja Dacrah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyvelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

14, Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah
pemberian uang tunai kepada keluargn miskin atau tidak mampu di Desa yvang
e rsuymber dar Dana Desa,

Pasal 2
Pengunaan Dana Desa  diprorifaskan  untuk  membiayai  pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan
ditmangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa,

Pasal 3
1] Penggunaan Dana Desa untuk melaksanakan program prioritas nasional sesual
kewenangan Desa sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal 2 vang bersumber
dari Dana Desa meliputs;

i. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan
desa melalui indeks desa membangun;

b, pencegaban dan penurnan stunting:

. peningkatan koalitas sumber daya manusin warga desa;

d. peningkatkan keterlibatan  masyarakal secara  menyelurubh dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

¢, perluasan akses lavanan keschatan sesuai kewenangan Desa;

{  penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan

g program pemuliban ckonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan
kemiskinan ckstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 10% (sepuluh
persen) dar anggaran Dana Desa;

h. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% [tiga persen] dan
anggaran Dana Desa;

i program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% [dua puluh
persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan
[Dhesa;

|, Program sektor prioritas lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik
desa, scrta program atau kegiatan lain

2) Program  pemulihan ckonemi  berupa perlindungan sosial scbagaimana
tlimaksud pada ayat (4) buruf g adalah BLT Desa,

3) Pemerintah  Desa  wajib  menganggarkan  dan  melaksanakan BLT Desa
sebagaimann dimaksud padn ayatl (2] vang diprioraskan diberdkasn kepads
keluarga miskin vang berdomisili di Desa Reco Kecamatan Keriek dan terdaftar



ielam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan
ERslrem.

4) Dnlam hal Desa tdak terdapat data penduduk miskin vang terdaltar dalam
keluarga destl 1 sebagaimans dimaksud pada ayat (3), Desa dapat menetapkan
calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga vang terdaftar dalam
keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 dala pensasaran percepatan penghapusan
hemiskinan ekstrem.

5) Dulam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin vang terdaftar dalam
weluargn desil 1 sampai dengan desil 4 data  pensasaran percepatan
penghapusan kemiskinan ckstrem, Desa dapat menctapkan calon keluarga
pencrima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria schagai berikut:

4| kehilangan mata pencaharian;

by mempunvai anggola keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/atan
difabel;

] tdak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau rumah
tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

i) Penvaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode
noniunai {melaloi transfer antar rekening bank] setiap bulan;

7} Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300,000, [tiga ratus ribu rupah|
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima
muanfaat:

8) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran vang
merupakan bagian tdak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;

9) Lalam terjadi perubahan keluargs penerima manfast BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada avat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa
entang penctapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melaloi
musyawarah desa khusua,



Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa
ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Heco

Ditetapkan di Desa Reco
'.hb-Li_ .p'é.d.a tanggal , 02 Januari 2025
& KEFALA D
L.
= | KEFALA O
-

RECO

Diundangkan di Desa Reco
pbeLanggal 03 Januan 2025
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